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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan 

dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana 

korupsi. Pemiskinan koruptor dianggap sebagai terobosan baru dalam 

menindak kasus tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor dapat 

dijalankan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan 

penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. 

Konsep pemiskinan koruptor ini dinilai mampu memberikan efek jera 

sekaligus sebagai bentuk mengurangi tindak pidana korupsi. 

2. Pemiskinan koruptor di Indonesia belum dilaksanakan secara tegas. Para 

penegak hukum yang dalam penelitian ini yaitu jaksa dan hakim tidak 

menjalankan sanksi pidana pemiskinan koruptor dalam memberantas tindak 

pidana korupsi. Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan pidana berpegang teguh 

pada undang-undang begitu juga dengan hakim tipikor dalam menjatuhkan 

vonis berpegang teguh pada undang-undang. Pelaksanaan sanksi pidana 

pemiskinan koruptor hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana 

korupsi yang besarnya disesuaikan dengan kerugian keuangan negara. Hal 

tersebut tidak dapat dikatakan memiskinkan koruptor karena hanya aset 

yang berasal dari tindak pidana korupsi saja yang dirampas dan belum tentu 

si koruptor akan menjadi miskin. Pemiskinan koruptor dilakukan dengan 
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perampasan seluruh benda-benda yang merupakan hasil dari tindak pidana 

korupsi dan/atau dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sesuai 

dengan kerugian keuangan negara yang diambil dan yang timbul dari tindak 

pidana korupsi. Pemiskinan koruptor belum menjadi suatu terobosan hukum 

bagi penegak hukum di Indonesia dalam memberantas tindak pidana 

korupsi. 

 

B. Saran 

Pemiskinan koruptor memang mendapat sambutan positif dari banyak 

kalangan. Namun perlu dipertimbangkan lagi mengenai pelaksanaannya. Saran 

yang dapat penulis sumbangkan, yaitu: 

1. Perlu adanya rekonseptualisasi mengenai konsep pemiskinan koruptor. 

Rekonseptualisasi dengan memberikan arahan yang jelas bagi penegak 

hukum mengenai konsep pemiskinan koruptor, sehingga pelaksanaan 

pemiskinan koruptor dapat dijalankan sebagai suatu terobosan hukum yang 

memberikan efek jera dalam tindak pidana korupsi. 

2. Perlu adanya suatu gerakan yang mendorong pelaksanaan pemiskinan 

koruptor. Contohnya seperti pendidikan, pemahaman, penjelasan, integritas 

dari para penegak hukum agar para penegak hukum di Indonesia 

melaksanakan sanksi pidana pemiskinan koruptor dalam upaya pembera  

ntasan tindak pidana korupsi. 
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